
56 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1) Dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan 

dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak 

Pasal ini memberikan bukti 

bahwa proses jual beli itu tidak sah atau batal, dan penjual wajib 

mengembalikan uang dan barangnya. Dalam skenario ini, jika tanah yang 

dijual adalah tanah warisan, maka pengembaliannya dilakukan kepada 

ahli waris.  

2) Pembeli yang mengalami kesulitan dalam jual beli tanah, khususnya tanah 

yang berasal dari tanah warisan, dapat mengalami kerugian baik materil 

maupun imateriil. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada pembeli sesuai dengan ketentuan, penjual perlu melakukan upaya 

untuk memberikan kompensasi kepada pembeli dalam keadaan khusus 

ini. Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu hak konsumen/pembeli untuk 

mendapatkan ganti rugi. Apabila pihak pembeli merasa haknya dirugikan 

oleh karena bidang tanah ternyata belum dibagi waris sehingga pembeli 

tidak dapat menguasai secara sempurna bidang tanah yang telah 

dibelinya, maka pihak pembeli apabila merasa dirugikan atau terjadi 
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wanprestasi yang dilakukan pihak penjual dapat melakukan upaya hukum 

berupa Gugatan Keperdataan Atas Perbuatan Melawan Hukum Atau 

Wanprestasi. Pembeli tanah dapat melakukan gugatan keperdataan atas 

kelalaian yang dilakukan oleh si penjual, sehingga dengan adanya gugatan 

perdata ini pembeli dapat menuntut ganti kerugian atau pengembalian 

sejumlah uang yang telah digunakan untuk pembayaran tanah kepada 

penjual. 

B. Saran  

1) Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa hukum, 

perlu dipastikan bahwa para peserta dalam setiap transaksi jual beli tanah 

dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sah atas 

tanah; 

2) Untuk memastikan bahwa perantara yang memfasilitasi penjualan barang 

dapat menjelaskan dan memverifikasi nilai properti yang dialihkan, perlu 

mempertimbangkan kekhawatiran para pihak yang terlibat. 

3) Agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada biro-biro 

guna memperlancar proses mediasi dalam rangka penyelesaian 

perselisihan, dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui jalur 

litigasi. 
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